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Groupthink phenomenon in the context of political communication in the scope
of the legislative group in the Indonesian parliament where members of multi-
parpol heterogelleous background, but often resulted in controversial decisions
and unpopular. The paradigm 0f this researchis postpositivis with a qualitative
approach. Methods used in this research is a case study. In general, this study
cm firmed that groupthink occurs in tire dynamics of political communication
in the legislatiPe drnft law KIP group WLIrking Committee of Representatives
Commission 1011 a process tf discussion alld decision-making of public bod-
ies. Tlzere are se<eral Ctlitdititms predecessor (antecedent) which produces some
symptoms of grouptltil Ik hallmark t{t/ze Indonesian parliament, namely that
the cohesion of the group is not /lased on the fear factor or the reluctance of the
figure of leaders in ilze group, Intt lwcnuse of the presure (:f time for completion
of tasks, fatigue and col (lict of intereM s <uith the group executive, which then
forces the legislatiPe group to produce n decision that can not be said to be ei-
ther through a compromise measure tltat succeeded in presentillg a new article,
namelltl.J, 15, and 16 in tile drntt laze KIP :!00S.

FCilomcna :;rouptitink dalalll ktmtl'kkt'l!11l1i f.:ai ke/tllitpok politik di lingkup
legis/at{ daltllll p.ulelllen Indoneia anni tlil;:gtJianya /1;r/atar lreterogcn
dari multiparptll dan le/lil; terLlukel. I ::ering ltf. lglzasilkan keputusan
yang kontrm't:'r::ial dan tidnk popula. Panlliignw pcenc/itiall ini adnlah pust-
posith'i5 dt'll\:*lil ptndckatan kuo/itt] ft( .\ Icfude digrr;rok,m da/;mr pmelitian
ini adalaly ::tlllit 1;,;su. Sccand v pelleilfuln iui Liltlll €111 Fkan nii<en
grouptltink terjld: d,/wz dillllllltke ey i ptlitik legt::.lz.f di kelonz-
pok Pnnitin Keril RUU KIPKJilll>i T fiPR FU fllld1!"ro. t'JIC Wl ra:-:,1;t dow
pengam/Jilall keputus.m tentmrg B.rdon Pulfik. TerdcIpat lle/Jt:rapa kondisi
pendaltulu (ante:-:eden ) yang mengltn:-:ilkan /le/lerapa :ejala groupthink ciri
khas parlemen Indtmesia, ynitu Imlzm1 kohesi kelompok tidak dida arkan atas
faktor ketakutan atau kesegmzan terlzadap :=.0sok pimpinan da/am kelompok,
melainkm; karena adanya tekmwn rmktu bagi penyelesaian tugas, faktor kele-
lahan dan pertarungan kepentingan dengan kelompok eksekutif yang kemu-
dian memaksa kelompok legislatif untuk menghasilkan keputusan yang tidak
dapat dikatakan baik melalui upaya kompromiyang berhasil menghadirkan
pasal baru yaitu 14, 15, dan 16 dalam RUU KIP tahun 2008..
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PENDAHULUAN

Selama ini tidak jarang kita melihat berbagai hasil
keputusan politik yang berasal dari Dewan Perwa-
kilan Rakyat negeri kita (DPR RI) banyak menuai
kontroversi dan kekecewaan dari berbagai kalang-
an masyarakat, terlebih yang terkait dengan proses
perumusan dan pengesahan sebuah Rancangan Un-
dang-Undang.

Perspektit teori grou pthink yang dikembangkan oleh
psi kolog Irving Lester Janis (1972) setidaknya mem-
beri kan sebu ah ga mbaran menarik untuk melihat
sebuah proses pengambilan keputusan kelompok
dengan menelaah faktor-faktor psikologis yang di-
hadapi oleh sebuah kelompok pengambil keputus-
an. Penelitian studi kasus Janis terhadap beberapa
keputusan pemerintahan berskala intemasional
yang berdampak spektakuler, dan terjadi di nega-
ra adidaya Ameri ka Serika t menjadi bahan bakunya
untuk mengka ji tentang adanya peran groupthink
yang menyeba bkan dampak buruk terha dap kepu-
tusan yang diambil kelompok kecil pembuat kepu-
tusan.

Berdasarkan hal tersebutlah maka studi ini berusaha
untuk menelaah proses produksi sebuah keputus-
an vana diambil di konteks lembaga legislatif yang
berfalebih terbuka dan dinamis serta memiliki
beragam ideologi politik yang sarat dengan berba-
gai kepentingan sosial (ekseku tif, bisnis dar. masya-
rakat sipil) di negara transisi demokrasi seperti di
Indonesia berd asarkan perspektif grou pthink theory.
Mengingat ad <mya Selalu intera ksi antara eksekutif
dan Jeo-islatif dalam setiap proses pemba hasan dan
penga mbilan kepu tusan seb uah Lnd ang-undang My
DPR Rl serta adanya catiltan risalah rdpat lengkap
yang bisa diake - pend iti. maka perpsek tif group-
think dimun gkinkan untu k dikaji terh,ldap kasus
pengambilm leputu,ln di DPR Rl :ang dianggap
terindikasi grl111ptlunk yaitu pada klus pemb.lha:-]!1
dan pcngambila n keputusim mengcnai b,ld,m pub-
lik dalam RLL Keterbukailn Informasi Publik (KIP)
di kelompok Komisi [ DPR RI periode 2004-20009.

Persoalan Badan Publik meru pakan pasal krusial
vang- harus memerlukan penyelesaian agar RUU
KMIP setujui sebagai RUU KIP sekarang. Persoal-
an badan publik men jadi mendesak ketika tujuan
utama RUU KIP adalah untuk menciptakan peme-
rintahan yang bersih karena sebagaimana diketahui
bahwa persoalan paradigma ketertutupan Badan
Publik terutama BUMN, BUMD dan BUMS akan
menghambat tercapainya tujuan RUU KIP.

Persoalan ini juga menjadi panjang karena adanya
perbedaan keinginan dan kepentingan yang ter-
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gambar dalam pendapat-pendapat dari pihak Pe-
merintah sebagai eksekutif, DPR Rl sebagai legislati£
maupun kepentingan lain diluar yaitu dari Koalisi
Masayarakat Sipil. Peliknya proses pengambilan ke-
putusan yang terjadi tenhmya akan menimbulkan
berbagai macam gejala psikologis dalam lingkup
Komisi I DPR RI yang rentan menunjukkan sebagai
gejala groupthink. Ketika keputusan harus diambil
ditengah berbagai perbedaan pendapat yang tajam
sementara waktu semakin sempit untuk mencapai
target dapat mensahkan RUU KIP pastinya dapat
mengarahkan kelompok kepada groupthink yang
dapat berujung pada rendahnya kua litas hasil ke-
putusan. Sehingga menarik untuk melihat apa saja
yang menjadi kondisi pendahulu dan gejala groupt-
hink dalam proses pembahasan dan perumusan ke-
putusan tentang badan publik tersebut. Oleh karena
itu, penelitian ini secara garis besar ingin menjawab
"Apa saja anteseden dan gejala groupthink yang ada
dalam  dinamika komunikasi pada proses pem-
bahasan sampai dengan penga mbilan keputusan
tentang Badan Publik RUU KIP di kelompok Pani-
tia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI masa bakti 2004-
20097

GROUPTHINK THEORY

Teori Groupthink yang diusulkan oleh Jimis meru-
pakan teori yang paling berpengaruh dalam ilmu
perilaku. Formula klasik Janis yang menya takan
bahwa kelompok yang memiliki kemampuan un-
tuk memperkuat berbagai individu temyata juga
berpotensi untuk menghasilkan keru sakan yang tak
terbayangka n (Janis, 1972, 1982) denga n reformu la-
si \'ang diperbar ui di 1989 melalui hipotesis bahwa
kelompok pembua t keputusan paling mungkin bisa
mendalami yrorult/zink ketika mereka sanga t kohesif,
terisolasi dari para ahli, melaku kan pencanan infor-
masi dan penilaian yang terbatas serta beroperasi
di ba\\uh ar,lhan kepemi mpinan atau anggota yang
berpeng;aruh dan dala m kondisi tekanan tinggi se-

hingsp;a menfadi sulit/sedi kit hara pan un tuk menca-

ri solusi yang lebih baik dan akhirnya tergantung

pada apa yang disukai pimpinan atau anggota yang
berpengaruh tersebu t.

Dari sinilah groupthink dapa t did efinisikan sebagai
satu situasi dalam proses pengambilan keputusan
yang menunjukkan tumbuhnya kemerosotan efisi-
ensi mental, pengujian realitas, dan penilaian moral
yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok.
Selanjutnya diperjelas oleh Janis, bahwa kelompok
yang sangat kompak (cohesiveness) dimungkinkan
terlalu banyak menyimpan atau menginvestasikan
energi untuk memelihara niat baik dalam kelompk
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ini, sehingga mengorbankan proses keputusan yang
baik dari proses tersebut.

Se entara itu perkembangan penelitian teori gro-
upthink sampai saat ini groupthink adalah salah satu
dari teori ilmu sosial yang memiliki dampak yang
benar-benar interdisipliner. Misalnya, dalam ilmu
politik, komunikasi, teori organisasi, psikologi so-
sial, manajemen, strategi, konseling, ilmu pembu-
at keputusan, ilmu komputer, teknologi informasi,
dan sebagainya. A nalisis empat kep utusan kebijak-
an yang mengakibatkan kekacauan merupakan ba-
han baku untuk (1972) pengembangan teori groupt-
hink Janis. Kasus-kasus tersebut yaitu (1) keputusan

7ada tahun 19-!l oleh Laksamana Kimmel dan pe-

:lasehatnya untuk fokus pacta pelatihan bukan pada
pertahanan Pearl Harbor meskipun peringatan se-
rangan mendadak dimungkinkan oleh Jepang, (2)

Ceputusan pacta tahun 1950 oleh Presiden Truman
dan para penasihatnya untuk menambah Perang
Korea dengan melewati paralel ke-38 ke Korea Uta-
ra, (3) keputusan pada tahun 1960 oleh Presiden Ke-
nned y dan penasihatnya untuk mengotorisasi invasi
Kuba di Teluk Babi, dan (4) serangkaian keputusan
oleh Presiden Johnsondan para penasihatnya untuk
:neningkatkan Perang Vietna m selama 196-t-1967.

:Jengan demikian, bertolak dari asumsi gnluptlzil Ik
:-ang menangkap adanya kondisi dalam kelompok
yang mempromosikan kohesivitas tinggi, rentan
:ertha dap batasan afiliatif (Ilebih memilih menahan
masukan daripada mengambil risiko ditolak), ber-
ifat kompleks dan cenderu ng menghasilkan ke-
pu tusan yang tidak populer serta memili ki dampak
berkelanjutan, maka hal ini menjadi masallh y< n
menarik untuk diteliti.

METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma penelitian ini adala h postpostti\lS de-
ngan pendekatan ku alitatif, didasarkan dengln fL'r-
timbangan tujuan penelitian (eksplorasi dc:kripi]
dan juga dikarenakan peneliti ingin menget,lhui sc-
cara mendalam mengenai indikasi grouptl unk c!tll tIm
proses pembahasan dan pengambilan keputusan
mengenai definisi Badan Publ ik dala m RUu KIP di
Komisi I DPR RL

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada-
lah studi kasus. Metode penelitian yang diguna -
kan dalam hal ini adalah studi kasus instrumental
mengingat kasus perumusan UU KIP ini dianggap
berliku dan menarik karena menghabiskan wak tu
yang sangat panjang serta banyak menimbulkan
perdebatan, selain itu studi kasus instrumental juga
dimaksudkan untuk memahami isu dengan lebih

baik, juga untuk mengembangkan dan memperha-
lus teori (Patton, 2002).

Studi  kasus dalam penelitian ini berusaha me-
ngumpulkan sejumlah besar informasi yang ter-
kait dengan topik penelitian yaitu tentang kohesi
kelompok dan dinamika interkasi terkait indikasi
groupthink dari kasus pembahasan dan pengambil-
an keputusan definisi Badan Publik yang dilakukan
oleh kelompok panitia kerja Komisi I DPR RI peri-
ode 2004-2009, untuk kemudian mempelajari, men-
dalami, menerangkan atau menginterpretasikannya
dalam konteksnya secara mendetail dan natural,
tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Data dikumpulkan dengan studi dokumen risalah
rapat berserta in-depth interview. Total informan
dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang.
Dengan komposisi informan kunci (pokok) yang di-
anggap memiliki informasi pokok yang diperlukan
dalam penelitian adalah para politisi yang duduk
sebagai anggota Komisi I DPR RI periode 2004-2009
yang berjumlah 5 (lima) orang dan berasal dari frak-
si partai politik yang berbeda-beda, yaitu dari PDIP,
PAN, Golkar, PPP, dan PKB. Ditambah dengan in-
forman biasa yaitu masyarakat yang terlibat secara
langsung dalam interaksi sosial yang diteliti berjum-
lah - (empat) orang dengan komposisi 2 (dua) orang
dari perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, 1 (satu)
orang dari Kementerian Komunikasi dan Informa-
tika serta 1 (orang) dari Sekretarial Jenderal Komi-
si IDPR RL Serta terdapat 1 (satu) orang informan
tambah;m dari Komisi Infmmasi Pusat yang da pat
nlemberi kan informasi walau pun tidak langsung
terlibat d,llam intcr<lksi osial yang seda ng diteliti.

Sedangkan dJta sekunder adalah berasal dari lite-
ratur. rekamiln <tdupun publikasi dan se bagainya
yang mampu mendukung keabsahan data prim er
baik melalui liter,Itur asli maupun online.

HASIL PEELITIADA  DISKUSI

H.-\SIL PEELITI.-\

Hasil penelitian m.enunjukkan kond isi pendahulu
(Anteseden) groupthillk dalam proses pembahasan
dan pengambilan keputusan tentang definisi Badan
Publik pad a perumusan RUU KIP. Pertama, Kelom-
pok kohesi (Cohesive Decision Makers Group) pem-
buat keputusan ditandai oleh tergabungnya politisi
dari berbagai macam fraksi dalam kelompok Komi-
si I DPR RI period e 2004-2009 yang diserahi tugas
untuk membahas RUU KIP dengan cara ada yang
mengajukan diri maupun yang dipilih dari fraksi-
nya kemudian memiliki perasaan akrab/kompak
diantara sesama sehingga terdapat beberapa kum-
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pulan rekan terdekat, serta adanya upaya atau ke-
inginan untuk melindungi kelompok jika terdapat
pendapat yang rnemojokkan dari luar;serta

Kedu a, Kesalahan struktural (Structural Faults ) yang
ditandai dengan adanya indikator yaitu: (1) Isol asi
kelompok ditunjukkan dengan adanya pengaku-
an tentang kekerapan berkumpul dengan sesama
anggota  komisi dibandingkan dengan kelompok
fraksinya sehingga merninimalkan peran fraksi par-
tai politik yang merupakan latar belakang ideologi
anggota kelompok. Kekerapan berkumpul tersebut
tidak hanya ditunjukkan dalam suasana resrni pada
saat rapat namun juga terjadi di luar rapat dalarn
suasana yang tidak resrni; (2) Hornogenitas kelorn-
pok ditunjukkan oleh adanya latar belakang sebagai
sesama politisi, adanya perasaan menyatu dengan
sesama dan adanya keinginan bersama untuk men-
capai tujuan keberhasilan perumusan RUU KIP.

Ketiga, Karakteristik yang rnenghasilkan tekanan
( ProPocative Context) ditunjukkan dengan adanya
beberapa tekanan dari luar (eksternal) seperti dari
Pemerintah yang awalnya tidak ingin menerima
rumusan DPR dan dari LSM yang berusaha untuk
men gimbau kepada Komisi I DPR agar bisa berta-
han denga n ru musan yang telah dibua t oleh DPR
sebelum nya, sedangkan tekanan dari dalam diri
pribadi atau kelompok disebutkan tidak terlalu be-
sar, hanya menyangkut soa llamanya pemba hasan,
perbedaan pemiki ran serta kemampuan dari ma-
sing-masing anggota untuk memahami substansi
pemba hasan.

Keem pclt, Kurang nya kepemimpinan imparsial (Lack
,f Tradit it)n ll/l p7rtial L,-!der Izip) da n kura ngnya nor-
ma dalam prosedur pengambilan keputusan (Lack
of, 'omf{lr \lctht  «dtc!l Preced ure::;) dalam peneli tian
ini terdapa t perbed aan karakteristik karena ada nya
Inggot,I kelnmpnk -Ing signifikim -ilng',lkhirnya
rnilmpu rnend orong pimpin iln untu h mengombil
keputusan stsu,li deng.m pemikiran anggota ke-
Jompok yang signitik.an tersebut. Sertcl adanya pro-
sedur pengambila n keputusa n di luM rapat resmi
Komisi I yang terjadi di sebuah hotel sebagai bagia n
dari upaya kompromi untuk mencapa i kesepClkatan
ketika kelom pok menghadapi batas wak tu penyele-
saian pemba hasan.

Hasil penelitian juga menernukan ad anya beberapa
gejala groupthink yang spesifik yai tu:

a. Adanya penilaian berlebihan terhadap kelom-
pok (overestimation of grou p) yang ditandai oleh:
(1) Tlusi akan ketidakrentanan (lllusion of invul-
nerabilily) berupa adanya perasaan berbeda dan
bangga (istimewa) men jadi bagian dari Komi-

si I yang di serahi amanah menyelesaikan UU
yang merniliki nilai manfaat besar bagi publik
dan mampu rnenjamin pemerintahan yang ber-
sih bebas korupsi, kelompok juga yakin marnpu
menyelesai kan tugas merumuskan RUU KIP de-
ngan baik dengan hasil yang baik pula;(2) ada-
nya keyakinan moral (belief in morality ) yang ter-
tanam dalam anggota kelompok bahwa mereka
adalah kelompok yang 'mulia’ karena memang
seda ng menjalanka n misi mulia bagi nega ra me-
lalui RUU KIP;

b. Adanya ketertutupan pikiran wala upun terda-
pat proses hearing dengan pihak luar;

c. ¢. Adanya tekanan untuk mencapai kesera-
gaman (U niformity Pressures ) yang ditandai oleh:
(1) sensor diri (self censorship) untuk saling rne-
rninirnalkan keraguan, saling menguatkan dan
mendukung satu sama lain terhadap argumen
pemerintah yang berbeda dengan rnayoritas ar-
gumen anggota kelompok; (2) Ilusi akan adanya
kebulatan suara (illusion of unanimity) pada kon-
disi dimana ada beberapa bagian dari kelompok
yang terpaksa 'diam' karena ada dominasi dari
beberapa anggota yang memberikan perhatian
penuh dan menguasai substansi pem bahasan;
(3) Adanya peran mindguards yang senantiasa
terlihat berani membela argumen kelompok de-
ngan tujuan agar rumusan DPR terkait dengan
dimasukkannya BUMN BUMD sebagai Badan
Publik da pat diterima.

DISKUSI

Teori gnmp think sebaga i teori psikologi sosial yang
mernpelajari interaksi manusiCl antara individu de-
ngan kelompok atau antar kelom pok rnenjad i me-
narik untuk dipaka i dalam melihat perrnasalahan
komunikasi politik Indonesia dengan konteks yang
berbeda dari peneli tian yang telah dilakukan pelo-
porn ya In-ing Lester Janis (1972). Konteks penelitian
teori grouptlzink yCng biasa dilakukan pada kelom-
pok ekseku tif pemerintahan dalam kasus kebijakan
politik luar nege ri di negara yang menga nut sistem
demokrasi murni dwi partai Amerika Serika t, ten-
tunya akan berbeda dan mam pu memperkaya teori
groupthink, mengingat Janis telah mengatakan bah-
wa potensi terjadinya grou pthink bisa terjadi dalam
kondisi kelompok manapun, baik dalam lingkup
eksekutif maupun legislatif, dalam organisasi skala
besar maupun skala kecil.

Jika studi-studi groupthink awal bercirikan kelom-
pok kecil yang homogen, tertutup dan kohesif sejak
awal maka dalam penelitian ini kelornpok yang dia-
mati merupakan kelom pok kecil Panitia Kerja pada
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:ingkup legislatif di sebuah komisi yang memiliki

..atarbelakang heterogen namum pada akhirnya

w:zlampu menjadi homogen dan kohesif sebagaimana
ciri dari kelompok yang rentan terhadap groupthink.

:<eterikatan dalam kelompok komisi mendorong se-

:-uah tuntut;m akan adanya kepaduan (kohesivitas)

=4ru yang mampu membantu penyelesaian tugas

ang diembankan kepada mereka.

:Jalam rangka tuntutan ini maka potensi groupthink
mtuk muncul dalam lingkup komunikasi politik di
Jarlemen Indonesia yang dalam interaksi antar se-
sama di kelompok pada awalnya berlatar belakang
:deologi politik yang berbeda tetap dapat muncuL
:erlebih faktor tersebut disandingkan dengan ber-

bagai kepentingan yang ada. Dengan demikian da-

7at dipersepsi bahwa komunikasi di DPR RI tidak
!Jerarti dengan sendirinya mengekspresikan prin-
sip-prinsip pokok dari rakyat Indonesia yang ber-
sifat kolektif manakala berbagai perdebatan dan
pencarian konsensus terjadi di dalamnya. Tentu-

-tya kemungkinan-kemungkinan lain dapat terjadi
seperti misalnya karena kesamaan ide dan minat,
maupun usia yang mungkin mampu menjadi lebih
dominan dira sakan ketimbang identitas asli sebagai
seorang politisi dari partai politik tertentu misalnya.

Hal inilah yang membuat anggota kelompok de-
ngan asal ideologi politik yang berbeda tersebut
dapat melebur, membentuk kubu baru atau kohe-
sivitas baru dan banyak berpengaruh dalam rangka
proses pengambilan keputusan dalam sebuah Ko-
misi di DPR RL

KESJIMPULAN DA:" SARA:-;
KESIMPULAN

Penjabaran elemen kond isi pendahul u, gejala sr,>up-
think dalam dinamika komunikasi yang terjadi p, da
kelompok Panja pembahas d,In pengambil klepu tus-
an mengenai badan publih. RLT KIP di DI'N RI, me-
nunjukk;.m balm-a SI'"[I/'liril!f.: d,1pclt terjldi lingh.u 1
legislatif dengan bebeIp<l kelrJkteristik y,mg ber-
beda. Terdapat beberap,l yang memi liki kemiripan
sesuai rumusan janis, terdapat juga bebera pa indi-
kator yang memiliki perbed aan perspektif dan ka-
rakteristik, serta ditanda i dengan munculnya indi-
kator baru sebagai pengembangan studi groupthink
berdasarkan hasil penelitian ini.

Beberapa ciri khas yang menonjol dalam kondisi
pendahulu (anteseden) groupthink yang muncul ada-
lah terdapatnya ciri kohesivitas, isolasi kelompok,
homogentitas kelompok serta adanya karakteristik
yang menimbulkan tekanan walaupun tidak terlalu
besar. Sementara faktor kurangnya kepemimpinan
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imparsial dan kurangnya prosedur pengambilan ke-
putusan memiliki karakteristik yang berbeda dalam
penelitian ini. Sementara itu gejala groupthink yang
tergambar dalam proses pembahasan dan pengam-
bilan keputusan tentang definisi badan publik pada
RUU KIP di Komisi I DPR RI ini diperoleh hasil
yang mengandung kemiripan dengan konsep Janis
walaupun terd apat beberapa saja yang dominan
menonjol. Gejala yang meliputi adanya penilaian
yang berlebihan terhadap kelompok yang ditandai
dengan gejala ilusi ketidakrentanan dan keyakinan
akan moralitas kelompok, gejala ketertutupan pikir-
an serta gejala untuk mencapai keseraga man yang
ditandai dengan adanya sensor diri, ilusi kebulatan
suara, karakteristik yang menghasilkan tekanan,
serta peran mindguards dalam kelompok.

SARAN

Rekomendasi (saran) yang dapat diberikan bagi
pengembangan ilmu adalah sebaiknya terdapat pe-
nelitian lanjutan yang mengka ji tentang upaya ke-
lompok untuk meminimlisir terjadinya groupthink
dan kajian tentang pengembangan model groupthink
bagi karakteristik kelompok politik yang terbu ka di
Negara transisi demokrasi seperti di Indonesia, ser-
ta disarankan juga agar dapat mengka ji grou ptlzink
berdasarkan perspektif komunikasi antar budaya
ciri khas karakteristik masyarakat Asia misalnya.
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